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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan terlebih dahulu”. Pasal ini menerapkan asas legalitas yang konsekuensinya adalah peraturan perundangan pidana harus lebih dulu dari pada perbuatannya.

Menurut Pasal 1 ayat (21) KUHAP penahanan adalah “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penutut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta cara yang diatur undang-undang”. Dasar pertimbangan untuk diadakan penahanan disebut dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri.

2. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan menhilangkan barang bukti.

3. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melakukan tindak pidana lagi.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa untuk menahan seorang tersangka atau terdakwa harus memenuhi dasar penahanan, yaitu:

1. Landasan yuridis, adalah:

a. Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih Bab XIX KUHAP, mulai Pasal 338 dan seterusnya

b. Tindak pidan tertentu seperti tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun penjara, yaitu:

1) KUHP (antara lain Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379, Pasal 453, Pasal 480, Pasal 459, Pasal 506.

2) Pasal 25 dan Pasal 26 Pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai (St. tahun 1931 No. 471)

3) Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4 Undang-undang Tindak pidana Imigrasi (UU No.8 Drt. Tahun 1855 L.N. Tahun 1855 No, 8)

4) Pasal 36 (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Landasan unsur kekhawatiran dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP:

a. Merusak atau menghilangkan barang bukti atau,

b. Dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

Penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa. Segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP, hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan yang berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP.

Undang-undang memberikan dispensasi bagi seseorang untuk ditangguhkan penahanannya dengan menggunakan jaminan (uang atau orang) maupun tidak. Selaras dengan asas presumption of innocent yaitu asas praduga tak bersalah yang menganggap seseorang wajib dianggap Setiap tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk meminta penangguhan penahanan kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim yang sesuai tahap pemeriksaan.

Penangguhan penahanan menurut Pasal 31 ayat (1) KUHAP adalah “atas permintaan tersangka atau terdakwa penahanan dapat ditangguhkan”. Penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan, dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Penangguhan penahanan ini sewaktu-waktu dapat dicabut oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan.

Menurut M. Yahya Harahap pengertian penangguhan penahanan yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis.
 Instansi yang berwenang untuk memberikan ijin penangguhan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, hakim. Hal tersebut disesuaikan dengan tingkat pemeriksaan.

Pasal 31 KUHAP hanya menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan, penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut dapat kembali ditahan. Pengaturan tersebut dirasa sangat kurang memberi kejelasan pelaksanaan penangguhan penahanan dalam praktek.

KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan tersebut apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang dan apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang, KUHAP juga tidak memberikan penjelasan. Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si jaminan apabila tersangka yang dijamin tersebut melarikan diri. Pejabat yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa tidak diwajibkan untuk mengabulkan setiap adanya permohonan penangguhan penahanan dan dapat menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut dengan suatu alasan tertentu dan tetap menempatkan tersangka atau terdakwa dalam tahanan. Penangguhan penahanan yang dikabulkan oleh pejabat yang melakukan penahanan maka berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, pejabat tersebut dapat menetapakan suatu jaminan baik berupa jaminan uang atau jaminan orang. Penetapan ada atau tidaknya suatu jaminan dalam KUHAP bersifat fakultatif.

Penetapan jaminan dalam penangguhan penahanan tidak mutlak. Tanpa jaminan tindakan pemberian penangguhan penahanan tetap sah menurut hukum. Cuma agar syarat penangguhan penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya penangguhan dibarengi dengan penetapan jaminan. Cara yang demikianlah yang lebih dapat dipertanggung jawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri.

Penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP belum secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin, sedangkan tentang alasan penangguhan penahanan tidak ada disinggung dalam pasal 31 KUHAP maupun dalam penjelasan pasal tersebut. Alasan penangguhan ditinjau dari segi yuridis tidak relevan untuk dipersoalkan. Persoalan pokok bagi hukum dalam penangguhan berkisar pada masalah syarat dan jaminan penangguhan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 31 KUHAP bahwa penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan harus dimajukan oleh tersangka atau keluarganya ataupun dapat juga dimajukan oleh penasehat hukum tersangka dengan suatu jaminan uang dan jaminan orang. 

Khusus dalam penelitian ini, dibahas penangguhan penahanan pada terhadap tersangka pelau tindak pidana korupsi, sehingga yang berwenang untuk melakukan penangguhan penahanan adalah penyidik, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa salah satu wewenang. Kepolisian untuk kepentingan penyidikan adalah melakukan penangkapan dan penahanan. Prakteknya dalam waktu penangguhan penahanan tersangka tidak memenuhi syarat yang disepakati, maka penangguhan penahanan bisa dicabut oleh pihak yang memberikan penangguhan penahanan tersebut.

Penyidik mempunyai dasar yang kuat diberikannya penangguhan penahanan kepada pemohon karena keyakinan dari penyidik bahwa pemohon dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian yang disetujui antara penyidik maupun pemohon. Indikator kekhawatiran yang paling utama agar penyidik tidak merasa khawatir akan kesanggupan pemohon dalam memenuhi persyaratan yang telah disepakati.

Penangguhan  penahanan diterima ataupun ditolak dengan dasar penyidik merasa yakin atau tidaknya bahwa tersangka dapat menyanggupi persyaratan yang telah disepakati oleh penyidik dan pemohon. Ditolaknya penangguhan penahanan tersebut dikarenakan penyidik khawatir Tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta menyulitkan penyidik dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana Korupsi”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penangguhan penahanan dalam hukum acara pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana prosedur penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi ?
3. Bagaimana pertimbangan penyidik dalam memberikan izin penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi ?
C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan penangguhan penahanan dalam hukum acara pidana di Indonesia.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui prosedur penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan penyidik dalam memberikan izin penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana mengenai pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana korupsi dalam  proses pemeriksaan perkara pidana ditingkat penyidikan.

Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum  (polisi, jaksa, hakim, dan advokat), sehingga aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam praktek  mempunyai persepsi yang sama tentang pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana korupsi dalam  proses pemeriksaan perkara pidana ditingkat penyidikan
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